PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 43 TAHUN 2006
TENTANG
PERI ZI NAN REAKTOR NUKLI R

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang
Nonor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu mnenetapkan
Per at uran Penerintah tentang Peri zi nan Reaktor Nuklir;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 23,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3676);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERI ZI NAN REAKTOR NUKLI R

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di nraksud dengan:

1. | zin adal ah persetujuan tertulis dalam bentuk dokunen untuk
mel akukan kegiatan tertentu terkait dengan penbangunan,
pengoper asi an, dan dekom si oni ng reaktor nuklir.

2. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan
dengan bahan bakar nuklir yang dapat nenghasil kan reaksi inti
berantai yang terkendali dan digunakan untuk penbangkitan
daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioi sotop.

3. Reakt or daya adal ah reaktor nuklir berupa penbangkit tenaga
nukl i r yang nmenmanf aat kan energi panas untuk penbangkitan daya
bai k untuk kepentingan komersial maupun nonkonersi al .

4. Reakt or nondaya adalah reaktor nuklir yang nemanfaatkan
neutron untuk keperluan penelitian atau penbuatan isotop baik
unt uk kepenti ngan konersi al maupun nonkonersi al

5. Penbangunan adal ah kegi atan yang di nul ai dari penentuan tapak
sanpai dengan penyel esai an konst r uksi .

6. Pengoper asi an adal ah kegi atan yang nencakup kom sioning dan
operasi reaktor nuklir.

7. Eval uasi tapak adalah kegiatan analisis atas setiap sunber

kejadian di tapak dan wlayah sekitarnya vyang dapat
ber pengaruh terhadap kesel amat an reaktor nuklir.

8. Tapak adalah |okasi di daratan yang dipergunakan untuk
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioning, satu atau



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

| ebi h reaktor nuklir beserta sistemterkait |ainnya.
Konstruksi adal ah kegi at an nenbangun reaktor nuklir di tapak
yang sudah ditentukan, rmulai dari persiapan atau pengecoran
pertama pondasi sanpai dengan penmasangan dan penguji an
konponen reaktor beserta sistem penunjang hingga teras
reaktor tersebut siap diisi dengan bahan bakar nuklir.
Kom si oni ng adal ah kegi atan pengujian untuk nenbukti kan bahwa
sistem struktur, dan/atau konmponen reaktor nuklir terpasang
yang dioperasi kan dengan bahan bakar nuklir nmenmenuhi
persyaratan dan kriteria desain.

Operasi adal ah kegi atan operasi reaktor nuklir secara anman
dan sel amat sesuai dengan desai n dan tujuan penanfaat annya.
Dekom sioning adalah suatu kegiatan untuk nenghentikan
beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain
di | akukan pem ndahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor
nuklir, penbongkaran konponen reaktor, dekontam nasi, dan
pengamanan akhir.

Modi f i kasi adal ah setiap upaya yang nengubah sistem
struktur, dan komponen, termasuk pengurangan dan/ at au
penanbahan, yang nenpengar uhi kesel amatan reaktor nuklir.
Penohon adal ah Badan Pel aksana, Badan Usaha M 1lik Negara,
koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang
nmengaj ukan pernmohonan izin untuk nelaksanakan kegi atan
penbangunan, pengoperasi an, dan dekoni sioning reaktor nuklir.
Kecel akaan adal ah setiap kejadian yang tidak direncanakan,
termasuk kesal ahan operasi, kerusakan ataupun kegagalan
fungsi alat yang nenjurus tinbulnya danmpak radiasi atau
kondi si paparan radi asi yang nel anpaui bat as kesel amat an.
Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk
memast i kan bahwa tujuan permanfaatan bahan nuklir hanya untuk
maksud damai .

Daftar Informasi Desain adal ah dokumen yang nenuat i nfornmasi

tentang bahan nuklir neliputi bentuk, jum ah, |okasi, dan
alur bahan nuklir yang digunakan, fitur fasilitas vyang
mencakup uraian fasilitas, tata Jletak fasilitas dan

pengungkung, dan prosedur pengendal i an bahan nuklir.

Lanpiran Fasilitas adalah dokunen vyang berisi tentang
keterangan instalasi yang teridentifikasi berkaitan dengan
pengawasan dan pengendal i an bahan nuklir.

Si stem Keamanan Nuklir adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah secara dini ancaman internal dan eksternal terhadap
fasilitas dan bahan nuklir, nendeteksi ancanan secara tepat
waktu serta nenganbil tindakan tanggap yang wajar apabila
muncul ancaman semacamitu, dan mem ni mal kan setiap kerusakan
yang tinbul aki bat kecel akaan.

Pengusaha i nstal asi nukl ir adal ah  badan  hukum yang
bertanggung jawab dalam penbangunan, pengoperasi an, dan
dekom si oni ng reaktor nuklir

| nspeksi adal ah sal ah satu unsur pengawasan dalam arti | uas
dalam rangka nmenjamn ditaatinya syarat-syarat dal am
peri zinan dan peraturan perundangan dibidang kesel amatan,
keamanan, dan Sei fgard selama  kegi at an penbangunan,
pengoper asi an dan dekom si oni ng reaktor nuklir.

Badan Pel aksana adal ah Badan Tenaga Nuklir Nasional.



23. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang sel anj utnya di sebut BAPETEN
adal ah i nstansi yang bertugas nel aksanakan pengawasan rmnel al u
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegi atan
pemanf aat an tenaga nuklir.

BAB | |
RUANG LI NGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Penerintah ini nengatur perizinan reaktor nuklir
untuk setiap tahap dalam penbangunan, pengoperasian, dan
dekom si oni ng reaktor nuklir.

(2) Perizinan sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak mencakup
peri zi nan instal asi nuklir nonreaktor dan bahan nuklir.

(3) Perizinan instalasi nuklir nonreaktor dan bahan nuklir
sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Permerintah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Penerintah ini bertujuan untuk mengatur perizinan
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom si oni ng reaktor nuklir dal am
rangka nenjam n kesel amatan dan kesehatan pekerja dan masyar akat
serta perlindungan terhadap |ingkungan hidup, dan keamanan
i nstal asi dan bahan nuklir

BAB 111
PERI ZI NAN
Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Reaktor nuklir yang diberikan izin neliputi
a. reakt or daya konersial atau nonkonersial; dan
b. reakt or nondaya konersi al atau nonkonersi al .

(2) Reaktor daya konersial sebagaimana di naksud pada ayat (1)
huruf a, hanya di bangun berdasarkan teknol ogi teruji.

Pasal 5

(1) Penbangunan, pengoperasian, dan dekom sioning reaktor daya
nonkomersial atau nondaya nonkonersial dilaksanakan ol eh
Badan Pel aksana.

(2) Badan Pel aksana sebagai mana di naksud pada ayat (1) dapat
bekerjasanma dengan instansi penerintah |ainnya dan perguruan
tinggi negeri.

(3) Penbangunan, pengoperasian, dan dekom sioning reaktor daya
konersial atau nondaya konersial dilaksanakan oleh Badan
Usaha M 1ik Negara, koperasi, dan/atau badan swast a.

(4) Penbangunan reaktor daya konersial sebagai mana di naksud pada
ayat (3) vyang berupa penbangkit listrik tenaga nuklir,
ditetapkan oleh nenteri yang bertanggung jawab di bidang



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

tenaga listrik setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakil an
Rakyat Republik I ndonesi a.

Pasal 6

Badan Pel aksana, Badan Usaha M| ik Negara, koperasi, dan/atau

badan swast a yang akan nmel aksanakan penbangunan,
pengoper asi an, dan dekom sioning reaktor nuklir sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 5 wajib memliki izin dari Kepala
BAPETEN.

| zin sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan secara
bertahap, neliputi:

| zi n Tapak;

| zi n Konstruksi ;

| zi n Kom si oni ng;

| zin Operasi; dan

| zi n Dekom si oni ng.

PaOoTY

Pasal 7

| zin sebagai mana di maksud dalam pasal 6 diberikan setel ah

Badan Pel aksana, Badan Usaha M| ik Negara, koperasi, dan/atau

badan swasta nenenuhi persyaratan adm ni strasi dan teknis.

Per syaratan adm ni strasi sebagai mana di naksud pada ayat (1)

mel i puti:

a. bukti penbentukan Badan Pel aksana, Badan Usaha MIik
Negara, koperasi, dan/atau badan swasta; dan

b. izin atau persyaratan |ain sesuai peraturan perundang-
undangan.

Persyaratan teknis sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)

meliputi program jam nan mutu dan persyaratan teknis lain

sesuai dengan tahap i zin.

Program jam nan nutu sebagai nana di maksud pada ayat (3)

antara lain neliputi:

a. budaya kesel amat an, peneri ngkatan, dan dokumnent asi ;
b. t anggung j awab manaj enen;

C. manaj enen sunber daya;

d. pel aksanaan proses; dan

e. pengukur an, penilai an dan per bai kan.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai program jam nan mnutu
sebagai mana di maksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Kepal a BAPETEN

Bagi an Kedua
| zin Tapak

Pasal 8

Sebel um nengaj ukan per nohonan izi n tapak sebagai mana di maksud
dal am Pasal 6 ayat (2) huruf a, penohon harus nel aksanakan
kegi at an eval uasi tapak.

Kegi at an eval uasi tapak sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di | akukan set el ah nmenmenuhi persyaratan eval uasi tapak

Per syaratan sebagai nana di maksud pada ayat (2) neliputi



(4)

program eval uasi tapak dan program jam nan nutu eval uasi
t apak.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai evaluasi tapak sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN

Pasal 9

Unt uk nmendapat kan izin tapak, penpbhon harus nengaj ukan pernohonan
kepada Kepala BAPETEN dengan nel anpirkan dokunen persyaratan
adm ni strasi sebagai nrana di naksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan
dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:

aoop

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

| aporan eval uasi tapak;

data utana reaktor nuklir yang akan di bangun;

Daftar | nformasi Desai n pendahul uan; dan

rekaman pel aksanaan program jam nan nmutu eval uasi tapak

Pasal 10

Setel ah neneri ma dokumen pernmohonan izin tapak sebagai mana
di maksud dal am Pasal 9, Kepal a BAPETEN nenberi kan pernyat aan
kel engkapan dokunen dal am jangka waktu paling lama 1 (satu)
bul an.

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

Dal am hal dokunen sebagai mana dinaksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai nana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pali ng
lama 1 (satu) tahun

Dal am hal dokunmen pernohonan izin tapak sebagai mana di maksud
pada ayat (3) belum nenenuhi persyaratan adm nistrasi
dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan nenyanpai kan
dokunmen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am jangka waktu
paling lama 4 (enpat) tahun sejak dokumen pernohonan i zin
di kenbal i kan kepada penohon

Ji ka penohon bel um nenper bai ki dokunmen per nohonan i zi n sanpai
ber akhi rnya jangka waktu sebagai mana di naksud pada ayat (5)
maka penohon harus nel akukan eval uasi tapak ul ang.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mana di maksud pada
ayat (7) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (7) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan | zi n Tapak.



| zin

Pasal 11

tapak berlaku sampai dengan diterbitkannya Pernyataan

Penbebasan dari Kepal a BAPETEN

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagi an Keti ga
| zi n Konstruks

Pasal 12

Penohon wajib nengaj ukan pernohonan izin konstruksi paling
lama 4 (enpat) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tapak.
Per mrohonan i zi n konstruksi sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di aj ukan kepada Kepala BAPETEN dengan nel anpirkan dokunen
persyaratan adm ni strasi sebagai mana di maksud dal am Pasal 7
ayat (2) dan dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:

a. | aporan anal i sis kesel amat an pendahul uan;
b. desain rinci reaktor nuklir;
C. | apor an analisis kesel amat an probabilistik unt uk

reakt or daya konersi al ;

d. progr am konst r uksi ;

e. Daf tar | nfornmasi Desain;

f. Si stem Keanmanan Nuklir pendahul uan, yang nenguraikan
rencana proteksi fisik terhadap fasilitas;

g. program j am nan mutu konstruksi ;

h. keput usan kel ayakan |ingkungan hidup dari instansi yang
bertanggung j awab; dan

i bukti kemanpuan finansial untuk nmenjam n pel aksanaan
konst r uksi .

Ketentuan |ebih |anjut nmengenai desain reaktor, dan

penyusunan dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf
a, huruf c¢, dan huruf f, diatur dengan Peraturan Kepal a
BAPETEN.

Pasal 13

Set el ah meneri ma  dokunen per nohonan izin konst r uksi

sebagai mana di maksud dal am Pasal 12, Kepal a  BAPETEN
menberi kan pernyataan kel engkapan dokunmen dal am j angka wakt u
paling lama 1 (satu) bulan.

Dal am hal dokunen sebagai mana dinaksud pada ayat (1)

di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)

di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pal i ng
| ama 2 (dua) tahun

Dal am hal dokunen pernohonan izin konstruksi sebagai mana
di maksud pada ayat (3) bel um  nenenuhi per syar at an
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokunen



(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

per nohonan i zi n di kenbal i kan kepada penohon.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mrana di naksud pada
ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunmen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan izin konstruksi

Pasal 14

| zin konstruksi diberikan untuk jangka waktu paling |lama 5
(l'ima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pengusaha instalasi nuklir wajib nulai nelaksanakan kegi atan
konstruksi paling lama 1 (satu) tahun sejak izin konstruks
di beri kan.

Apabi | a pengusaha instalasi nuklir tidak dapat nenyel esai kan
kegi atan konstruksi dalam jangka waktu sebagai mana di maksud
pada ayat (1), maka paling singkat 6 (enam bulan sebel um
berakhirnya |zin Konstruksi, pengusaha instalasi nuklir wajib
mengaj ukan per nohonan perpanj angan i zin dengan nel anpir kan:

a. | aporan kemajuan hasil kegiatan konstruksi terakhir;
dan
b. program dan j adwal baru kegi at an konstruksi .

Kepal a BAPETEN nel akukan penilaian teknis terhadap dokunen
per nrohonan perpanjangan izin sebagai mana di naksud pada ayat
(3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam bulan sejak
dokuren diterima

Dal am hal dokunmen pernobhonan perpanjangan izin sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) tidak nenenuhi persyaratan teknis,
Kepal a BAPETEN nener bi t kan keput usan penol akan.

Dal am hal dokunmen pernobhonan perpanjangan izin sebagai mana
di maksud pada ayat (3) nenenuhi persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan izin konstruksi

Per panjangan |zin Konstruksi diberikan untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun setiap kali perpanjangan.

Bagi an Keenpat
| zin Kom si oni ng

Pasal 15

Penohon dapat nengajukan izin kom sioning kepada Kepala
BAPETEN apabi | a:

a. kegi at an konstruksi sel esai dil akukan;
b. mem | i ki izin pemanfaatan bahan nuklir; dan
C. mem | i ki petugas operasi reaktor yang sudah nenpunyai

surat izin bekerja.
Per rohonan izin kom sioning sebagai mana di maksud pada ayat



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) di ajukan kepada Kepal a BAPETEN dengan nel anpir kan dokunen
persyaratan adm ni strasi sebagai mana di naksud dal am Pasal 7
ayat (2) dan dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:

a. program komi si oni ng;

b. | aporan hasil kegiatan konstruksi, termasuk hasil uji
fungsi terhadap struktur, sistem dan konmponen reaktor
nuklir;

C. ganbar teknis reaktor nuklir terbangun;

d. si stem Sei fgard dan Si stem Keamanan Nuklir;

e. progr am kesi apsi agaan nuklir;

f. program j am nan mutu kom si oni ng;

g. | apor an pel aksanaan pengel ol aan I i ngkungan dan
pemant auan | i ngkungan;

h. bukt i jam nan  finansi al unt uk pert anggungj awaban
kerugi an nuklir; dan

i bukt i j am nan finansi al unt uk rnel aksanakan

dekom si oni ng reaktor nuklir.
Per syar at an t ekni s sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf h
dan huruf i tidak berlaku untuk penohon yang nerupakan
i nstansi penerintah yang bukan Badan Usaha M ik Negar a.
Ketentuan |ebih |anjut nmengenai kom sioning reaktor nuklir
dan penyusunan dokumen sebagai mana di maksud pada ayat (2)

huruf e, huruf f, dan huruf i, diatur dengan Peraturan Kepal a
BAPETEN.

Pasal 16
Setelah nenerima  dokunen pernmohonan izin  kom sioning

sebagai mana di maksud dal am Pasal 15, Kepal a  BAPETEN
menberi kan pernyat aan kel engkapan dokunmen dal am j angka wakt u
paling lama 1 (satu) bulan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pali ng
lama 1 (satu) tahun.

Dal am hal dokunen pernmohonan izin kom sioning sebagai mana
di maksud pada ayat (3) bel um  nenenuhi per syar at an
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 6 (enan) bulan sejak dokunen
per mohonan i zi n di kenbal i kan kepada penohon.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di mnaksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai nana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mrana di naksud pada
ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.



(8)

(1)
(2)
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Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunmen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zin kom si oni ng.

Pasal 17

| zin kom sioning diberikan untuk jangka waktu paling |lama 2
(dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pengusaha instalasi nuklir wajib nulai nelaksanakan kegi atan
kom sioning paling lama 6 (enam bul an sejak izin kom sioning
di beri kan.

Apabi | a pengusaha instalasi nuklir tidak dapat nenyel esai kan
kegi atan kom si oni ng dal am jangka waktu sebagai mana di maksud
pada ayat (1), maka paling singkat 6 (enam bulan sebel um
berakhirnya izin kom sioning, pengusaha instalasi nuklir

waj i b nengaj ukan pernobhonan perpanjangan izin dengan

mel anpi r kan:

a. | aporan kemajuan hasil kegiatan kom sioning terakhir;
dan

b. program dan jadwal baru kegi at an kom si oni ng.

Kepal a BAPETEN nel akukan penilaian teknis terhadap dokumen
per nrohonan perpanjangan izin sebagai mana di naksud pada ayat
(2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam bulan sejak
dokuren diterima

Dal am hal dokunmen pernobhonan perpanjangan izin sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) tidak nenenuhi persyaratan teknis,
Kepal a BAPETEN nener bi t kan keput usan penol akan.

Dal am hal dokunmen pernbhonan perpanjangan izin sebagai mana
di maksud pada ayat (3) nenenuhi persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zin kom si oni ng.

Per panj angan izin kom sioning diberikan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.

Bagi an Kel i ma
| zin Operasi

Pasal 18
Penohon dapat nengaj ukan izin operasi kepada Kepal a BAPETEN
apabi | a:
a. kegi at an kom si oni ng sel esai dil akukan;
b. mem | i ki izin pemanfaatan bahan nuklir; dan
C. mem | i ki petugas operasi reaktor yang sudah nenpunyai

surat izin bekerja.
Per rohonan izin operasi sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di aj ukan kepada Kepala BAPETEN dengan nel anpirkan dokunen
persyaratan adm ni strasi sebagai mana di naksud dal am Pasal 7
ayat (2) dan dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:
a. | aporan analisis keselamatan akhir yang antara lain
menuat hasil kom sioning, batasan dan kondisi operasi
dan program dekom si oni ng;
Lanpiran Fasilitas Seifgard bahan nuklir;
| apor an pel aksanaan pengel ol aan I i ngkungan dan
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pemant auan | i ngkungan sel ama kom si oni ng;
d. program j am nan mutu operasi; dan
e. bukti kemanpuan finansial untuk nelaksanakan operasi
reaktor nuklir.
Ket ent uan nmengenai operasi reaktor nuklir, perizinan petugas
reaktor nuklir, dan penyusunan dokumen sebagai mana di maksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur |ebih |anjut dengan
Per at uran Kepal a BAPETEN.

Pasal 19

Set el ah nenerima dokunen pernohonan izin operasi sebagai mana
di maksud dal am Pasal 18, Kepal a BAPETEN nenberi kan pernyat aan
kel engkapan dokunen dal am jangka waktu paling lama 1 (satu)
bul an.

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penbhon

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am j angka waktu pal i ng
| ama 2 (dua) tahun

Dal am hal dokumen pernpbhonan izin operasi sebagai mana
di maksud pada ayat (3) bel um  nenenuhi per syar at an
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokunen
per nohonan i zi n di kenbal i kan kepada penohon.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mrana di naksud pada
ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunmen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zi n operasi .

Pasal 20

lzin operasi diberikan untuk jangka waktu paling lam 40
(enpat pul uh) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Untuk reaktor nuklir yang didesain dengan unur operasi |ebih
dari 40 (enpat puluh) tahun, pengusaha instalasi nuklir dapat
mengaj ukan per nohonan perpanj angan izin operasi kepada Kepal a
BAPETEN paling singkat 5 (lima) tahun sebelum izin operasi
ber akhi r, dengan nel anpirkan:

a. | aporan anal i sis kesel amat an akhir;

b. | aporan kegi at an operasi; dan
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C. | aporan kajian penuaan

Kepal a BAPETEN nel akukan penilaian teknis terhadap dokumen
per nrohonan perpanjangan izin sebagai mana di naksud pada ayat
(2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
dokuren diteri na.

Dal am hal dokunmen pernbhonan perpanjangan izin sebagai mana
di mmksud pada ayat (2) tidak nenmenuhi persyaratan teknis,
Kepal a BAPETEN nener bi t kan keput usan penol akan.

Dal am hal dokunmen pernbhonan perpanjangan izin sebagai mana
di meksud pada ayat (2) nenenuhi persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi tkan izin operasi.

Perpanjangan izin operasi diberikan 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, terhitung
sejak izin operasi berakhir.

Bagi an Keenam
I zin Operasi Gabungan

Pasal 21

Khusus untuk reaktor nuklir desain nodular vyang telah
mendapat kan sertifikat desain dari Badan Pengawas negara
pemasok, penohon dapat nengaj ukan pernohonan izin operasi
gabungan set el ah nenperol eh izin tapak.

lzin operasi gabungan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
mer upakan gabungan dari izin konstruksi, izin kom sioning,
dan izin operasi.

Penohon wajib nengaj ukan pernohonan izin operasi gabungan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun
sejak izin tapak diterbitkan.

Apabi | a penmohon tidak nengaj ukan izin operasi gabungan dal am
j angka waktu sebagai mana di maksud pada ayat (3), maka izin
t apak di nyatakan tidak berl aku.

Per rohonan izin operasi gabungan sebagai mana di naksud pada
ayat (1) diajukan kepada Kepala BAPETEN dengan el anpirkan
dokunen persyaratan adm ni strasi sebagai mana di maksud dal am
Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan teknis sebagai
beri kut :

a. sertifikat desain dari Badan Pengawas negara penasok
b. | aporan anal i sis kesel amat an;
C. | apor an analisis kesel amat an probabilistik unt uk

reakt or daya konersi al

desain rinci reaktor nuklir;

dokunen Inspection  Test Analysis and Acceptance
Criteria;

i zi n pemanfaat an bahan nuklir;

Daftar | nformasl Desain;

Lanpiran Fasilitas Seifgard;

Si st em Kearmanan Nukl i r;

program jamnan nutu konstruksi, kom sioning, dan
oper asi ;

progr am kesi apsi agaan nuklir;

keput usan kel ayakan |ingkungan hidup dari instansi yang
bert anggung j awab;
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m bukt i jam nan  finansi al unt uk pert anggungj awaban
kerugi an nuklir;

n. bukti kemanpuan finansial untuk nenjam n pel aksanaan
konstruksi sampai dengan dekom sioning reaktor nuklir;
dan

0. surat izin bekerja petugas reaktor nuklir dari Kepala
BAPETEN,

Pasal 22

Setel ah nenerima dokumen pernohonan izin operasi gabungan
sebagal mana dl maksud dalam Pasal 21, Kepal a  BAPETEN
menberi kan pernyataan kel engkapan dokunmen dal am j angka wakt u
paling lama 1 (satu) bulan.

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

Dal am hal dokunen sebagai mana dinaksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pali ng
lama 3 (tiga) tahun.

Dal am hal dokunmen  pernobhonan izin operasi gabungan
sebagai mana di maksud pada ayat (3) bel um nenenuhi persyaratan
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokunen
per mohonan i zi n di kenbal i kan kepada penohon.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mrana di naksud pada
ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di naksud pada ayat (3) atau
dokunmen per bai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zi n operasi gabungan.

Pasal 23

| zin operasi gabungan diberikan untuk jangka waktu paling
| ama 45 (enpat puluh lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Untuk reaktor nuklir yang didesain dengan unur operasi |ebih
dari 40 (enpat puluh) tahun, pengusaha instalasi nuklir dapat
nmengaj ukan pernohonan perpanjangan izin operasi gabungan
kepada Kepal a BAPETEN paling singkat 5 (lim) tahun sebel um
i zi n operasi gabungan berakhir.

Per rohonan perpanj angan izin sebagai mana di naksud pada ayat
(2) di sanpai kan dengan nel anpi r kan:

a. | aporan anal i sis kesel amat an akhir;
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b. | aporan kegi at an operasi; dan

C. | aporan hasil kajian penuaan.

Kepal a BAPETEN nel akukan penilaian teknis terhadap dokunen
per rohonan perpanjangan izin operasi gabungan sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dal amjangka waktu paling |lama 2 (dua)
t ahun sej ak dokunen diterina.

Dal am hal dokunmen pernbhonan perpanjangan izin sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) tidak nenenuhi persyaratan teknis,
Kepal a BAPETEN nener bi t kan keput usan penol akan.

Dal am hal dokunmen pernbhonan perpanjangan izin sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) nenenuhi persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zi n operasi gabungan.

Per panjangan |zin QOperasi Gabungan diberikan 1 (satu) kal
unt uk j angka waktu paling |ama 20 (dua pul uh) tahun terhitung
sejak izin operasi gabungan berakhir.

Bagi an Ket uj uh
I zin Dekom si oni ng

Pasal 24
Kegi at an dekom si oni ng harus di | aksanakan dal am hal :
a. atas perm ntaan pengusaha instalasi nuklir sebelumizin
operasi atau izin operasi gabungan berakhir;
b. pengusaha instalasi nuklir tidak mnenperpanjang izin
operasi atau izin operasi gabungan;
C. per nrohonan perpanjangan izin operasi atau izin operasi

gabungan ditolak oleh Kepala BAPETEN karena alasan
kesel amat an dan/ at au keamanan nuklir; atau
d. terjadi kecel akaan parah atau keadaan yang nengancam
kesel amat an dan/ at au keamanan operasi reaktor nuklir.
Per rohonan i zin dekom si oni ng sebagai mana di naksud pada ayat
(1) di ajukan kepada Kepal a BAPETEN dengan nel anpir kan dokunen
persyaratan adm ni strasi sebagai mana di naksud dal am Pasal 7
ayat (2) dan dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:
a. progr am dekom si oni ng; dan
b. program j am nan mnut u dekom si oni ng;
Per rohonan izin dekom sioning untuk nelaksanakan kegi atan
sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus
di aj ukan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum izin operasi
atau izin operasi gabungan berakhir.
Ket entuan | ebi h | anjut nengenai dekom sioning reaktor nuklir
dan penyusunan dokumen sebagai mana di maksud pada ayat (2)
huruf a dan b diatur dengan Peraturan Kepal a BAPETEN

Pasal 25

Setelah nenerima dokunen pernohonan izin dekom sioning
sebagai mana di maksud dal am Pasal 24, Kepal a  BAPETEN
menberi kan pernyataan kel engkapan dokumen dal am j angka wakt u
paling lama 1 (satu) bulan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon
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Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pali ng
ama 1 (satu) tahun.

Dal am hal dokunen pernohonan izin dekom sioning sebagai mana
di maksud pada  ayat (3) bel um  nenenuhi per syar at an
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokunen
per nohonan i zi n di kenbal i kan kepada penohon.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mana di naksud pada
ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunmen per bai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan i zi n dekom si oni ng.

Pasal 26

| zi n dekom si oni ng berl aku sanpai dengan diterbitkannya Pernyataan
Penbebasan dari Kepal a BAPETEN

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 27

Dal am hal dekom sioni ng sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 24
ayat (1) dipenuhi, pengusaha instalasi nuklir wajib memnul ai
pel aksanaan kegi atan dekom si oni ng dal am j angka waktu paling
ama 2 (dua) tahun setelah izin dekom sioning diterbitkan

Dal am hal pengusaha i nstal asi nuklir bel um nemnul ai
pel aksanaan kegiatan dekomi sioning dalam jangka waktu
sebagai mana di maksud pada ayat (1), Kepal a BAPETEN berwenang
nmenet apkan pi hak keti ga nel akukan kegi at an dekom si oni ng.

Pel aksanaan kegi at an dekom si oni ng sebagai mana di naksud pada
ayat (2) nenggunakan biaya dari dana jam nan dekom sioning
sebagai mana di atur dal am Pasal 15 ayat (2) hurufi dan Pasa
21 ayat (5) huruf n.

Ketentuan |ebih [lanjut nengenai penetapan pihak ketiga
sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Kepal a BAPETEN

Pasal 28

Dal am hal kegi atan dekom sioning reaktor nuklir dinyatakan
tel ah sel esai dil aksanakan, pengusaha instalasi nuklir dapat
nmengaj ukan pernohonan tertulis kepada Kepala BAPETEN untuk
menper ol eh Per nyat aan Penbebasan.



(2) Untuk nendapat kan Pernyataan Penbebasan sebagai nana di maksud
pada ayat (1), pengusaha instalasi nuklir harus nenyanpai kan
dokunen nengenai :

a. hasi | pel aksanaan kegi at an dekom si oni ng r eakt or
nuklir;

b. hasi| pel aksanaan pengel ol aan |i nbah radi oaktif; dan

c hasi| pel aksanaan pemantauan |ingkungan, termasuk hasi
penguj i an papar an radi asi dan kont am nasi zat

radi oaktif di dal am dan | uar tapak.
Pasal 29

(1) Setelah nenerima dokunen pernohonan Pernyataan Penbebasan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 28 ayat (2), Kepal a BAPETEN
menberi kan pernyataan kel engkapan dokunen dal am j angka wakt u
paling | ama 10 (sepul uh) hari kerj a.

(2) Dalam hal dokunmen sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

(3) Dalam hal dokunen sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

(4) Penilaian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pal i ng
lama 3 (tiga) bul an.

(5) Dalam hal dokunen per nohonan Per nyat aan Penbebasan
sebagai mana di maksud pada ayat (3) bel um nenenuhi persyaratan
adm ni strasi dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan
menyanpai kan dokunen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokunen
per nrohonan Pernyat aan Penbebasan di kenbal i kan kepada penohon.

(6) Dalam hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

(7) Dalam hal dokunen per nohonan Per nyat aan Penbebasan
sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau dokunen perbaikan
sebagai mana di maksud pada ayat (6) tidak nenenuhi persyaratan
adm ni strasi dan/atau persyaratan teknis, Kepala BAPETEN
nmener bi t kan keput usan penol akan.

(8) Dalam hal dokunen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunmen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (6) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan Per nyat aan Penbebasan.

Bagi an Kedel apan
Biaya |zin

Pasal 30
Setiap Izin Tapak, 1lzin Konstruksi, 1lzin Komsioning, 1lzin
Qperasi, lzin Operasi Gabungan, dan |zin Dekom sioning, dikenakan

biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Penerintah
tersendiri.
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Bagi an Kesenbi | an
Pengal i han | zin

Pasal 31
Pengusaha instalasi nuklir tidak dapat nengalihkan 1zin
Tapak, lzin Konstruksi, 1zin Kom sioning, lzin Qperasi, lzin
Qperasi  Gabungan dan [|zin Dekom sioning kecuali nendapat

persetuj uan dari Kepal a BAPETEN

Ket ent uan nmengenai pengal i han izin sebagai mana di maksud pada
ayat (1), diatur Ilebih Ilanjut dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.

Bagi an Kesepul uh
Berakhirnya 1zin

Pasal 32

| zi n sebagai mana di maksud dal am Pasal 6 dan Pasal 21 ayat (1)
ber akhi r di sebabkan ol eh hal - hal sebagai berikut :

a. | ewat nya j angka waktu izin yang di berikan;

b. bubar nya badan hukum pengusaha instal asi nuklir;
C. pencabut an ol eh Kepal a BAPETEN, at au

d. at as pernohonan pengusaha instal asi nuklir.

Dal am hal izin berakhir sebagai mana di naksud pada ayat (1)
pengusaha instal asi nuklir harus tetap bertanggung jawab atas
pel aksanaan dekom sioning dan pengelolaan reaktor nuklir,
bahan bakar nuklir, dan |inbah radioaktif sesuai peraturan
per undang- undangan.

Ket ent uan nmengenai ber akhirnya i zin sebagai nana di naksud pada
ayat (1) tidak berlaku untuk izin tapak dan izin
dekom si oni ng.

BAB |V
MODI Fl KASI
Pasal 33
Pengusaha i nstal asi nuklir  dapat mel akukan  nodi fi kasi

terhadap sistem struktur, dan konmponen reaktor nuklir
set el ah nenenuhi persyaratan nodi fikasi.
Persyaratan nodifi kasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

mel i puti:

a. program nodifikasi yang mnencakup antara lain analisis
kesel amat an nodi fi kasi, jadwal pelaksanaan nodifikasi
dan

b. program jam nan nutu nodi fi kasi

Ketentuan Ilebih [lanjut nengenai persyaratan nodifikas
reaktor nuklir sebagaimana di naksud pada ayat (1) diatur
dengan Per at uran Kepal a BAPETEN

BAB V
| NSPEKSI



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 34

| nspeksi dal am rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-
syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan
sel ama penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioni ng reaktor
nuklir, dilaksanakan ol eh BAPETEN

Pel aksanaan inspeksi sebagai mana dinaksud pada ayat (1)
di | akukan ol eh I nspektur yang di angkat dan di berhenti kan ol eh
Kepal a BAPETEN

| nspeksi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil akukan secara
ber kal a at au sewakt u-waktu, dengan atau tanpa penberitahuan.

Pasal 35

| nspekt ur sebagai mana di maksud dalam Pasal 38 ayat (2)
ber wenang:

a. memasuki kawasan dan reaktor nuklir sel ama penbangunan,
pengoper asi an, dan dekom si oni ng reaktor nuklir;

b. mener i nt ahkan pengusaha instal asi nuklir agar nel akukan
tindakan yang dianggap penting untuk rmelindungi
kesel amatan dan keamanan pekerja, nasyarakat, dan
I i ngkungan hi dup; dan

C. dal am keadaan nendesak, nenghentikan untuk senentara
suatu kegi at an penbangunan, pengoper asi an, dan
dekom sioning reaktor nuklir yang dapat nenbahayakan
kesel amat an pekerja, nmnasyarakat dan |ingkungan hidup,
set el ah berkonsul tasi dengan Kepal a BAPETEN

Ketentuan |ebih lanjut nengenai inspeksi diatur dengan

Per at uran Kepal a BAPETEN.

BAB VI
SANKSI ADM NI STRATI F
Pasal 36
Pengusaha i nstal asi nukl ir yang mel anggar ket ent uan

sebagai mana di naksud dal am Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), atau Pasal
21 ayat (3) diberikan peringatan tertulis.

Peringatan tertulis sebagainmana dimksud pada ayat (1)
di beri kan jangka waktu paling lama 6 (enam bulan sejak
di kel uarkan peringatan tertulis, dan dapat diperpanjang 1
(satu) kali.

Apabi | a j angka waktu peringatan tertulis sebagai nana di naksud
pada ayat (2) pengusaha instalasi nuklir tidak nenmatuhi
Kepal a BAPETEN dapat nmenbekukan izin paling lama 2 (dua)
t ahun sej ak perintah penbekuan di kel uarkan

Apabila pengusaha instalasi nuklir tetap tidak nematuhi
peri ngat an penbekuan izin sebagai mana di naksud pada ayat (3),
Kepal a BAPETEN nencabut i zi n.

Pasal 37

Kepal a BAPETEN nencabut izin kom sioning, izin operasi atau izin



operasi gabungan jika pengusaha instalasi nuklir yang karena
kel al aian atau kesengaj aannya neni nbul kan kecel akaan nuklir
set el ah di adakan penil ai an ol eh Kepal a BAPETEN.

BAB VI |
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 38
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Penerintah ini setiap izin
reaktor nuklir yang telah diterbitkan sebel um ditetapkan Peraturan
Penerintah ini masih tetap berlaku sanpai |jangka waktu nasa
ber | akunya ber akhir.

BAB VI 1|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negar a Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desenber 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desenber 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 43 TAHUN 2006
TENTANG
PERI ZI NAN REAKTOR NUKLI R

. UMM
Sal ah satu pendayagunaan teknol ogi nuklir adal ah penanfaat an
reaktor nuklir sebagai sunber daya energi dan sebagai sarana
unt uk nengenbangkan il nu pengetahuan serta untuk kepentingan
kesej aht eraan manusi a. Unt uk penmanfaatan reaktor nuklir dal am
rangka pendayagunaan teknologi nuklir tersebut diperlukan



pengawasan untuk nmencegah bahaya radi asi yang dapat
meni nbul kan kerugian terhadap nanusia, harta benda dan
I i ngkungan hidup apabila pengelolaannya tidak nematuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan serta keamanan yang
di t et apkan.

Pengawasan yang dilakukan dinulai dari pemlihan tapak,
konstruksi, pengoperasian, perawatan dan perba.ikan sanpai
dengan dekom si oni ng.

Sal ah satu bentuk kegiatan pengawasan keselamatan nuklir
di | aksanakan mel al ui peri zi nan. Seti ap penbangunan,
pengoper asi an dan dekom sioning reaktor nuklir wajib nmemliKki
i zi n sebagai mana di amanat kan pada Pasal 17 ayat (2) UU Nonor
10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Untuk itu harus
di t et apkan pengaturan tentang sistem perizinan yang nmenuat
syarat-syarat dan tata cara perizinan terhadap Kkegiatan
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioning reaktor nuklir
nmel al ui berbagai proses penilaian pada setiap tahapan. Dal am
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioning reaktor nuklir
1 pengusaha instalasi nuklir diwajibkan wuntuk rmenatuh

persyaratan dan tata cara perizinan reaktor nuklir dan juga
perizinan lain terkait yang ditetapkan oleh instansi yang
ber wenang | ai nnya.

Sebelum izin wuntuk nmenbangun reaktor nuklir diberikan

penohon izin terl ebi h dahul u harus nenyel esai kan dan nem | i ki
izin lain yang terkait dengan instansi yang berwenang | ai nnya
seperti : izin lokasi, Hak Pakai atas tanah dan |ain-Iain.

Setel ah persyaratan terpenuhi atau izin tersebut dimlik

maka BAPETEN dapat nel anjutkan proses penberian izin dalam
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioning reaktor nuklir
dengan nel akukan penilaian pada tiap tahap perizinan. Proses
peri zi nan hendaknya di pandang sebagai pr oses yang
ber kel anj ut an (berkesi nanbungan), dinulai dari tahap kegi atan
eval uasi tapak dan seterusnya sanpai dengan pada tahap
dekom si oni ng reaktor nuklir.

Peni | ai an dal am proses penberian izin ol eh BAPETEN nencakup:

1. eval uasi tapak;

2. desai n dan konstruksi;

3. kom si oni ng;

4. operasi; dan

5. dekom si oni ng.

Jeni s i zin dal am penbangunan, pengoper asi an, dan
dekom si oning reaktor nuklir yang diterbitkan ol eh BAPETEN
dapat diperoleh secara bertahap yaitu terdiri atas: 1lzin
Tapak, lzin Konstruksi, lzin Kom sioning, lzin QOperasi dan

| zi n Dekom sioning. Untuk reaktor dengan desain nodul er yang
tel ah nmenperol eh sertifikat desain dari badan pengawas negara
pemasok, penohon dapat nengaj ukan pernohonan izin operasi
gabungan setel ah nenperol eh izin tapak. 1zin operasi gabungan
terdiri atas gabungan izin konstruksi, izin konsioning dan
izin operasi. lzin-izin tersebut di atas dapat diberikan
mel al ui penilai an ol eh Kepal a BAPETEN

Dal am Peraturan Penerintah ini, penbangunan, pengoperasi an,
dan dekom sioning reaktor nuklir meliputi reaktor daya dan
non daya yang pengoperasi annya bertujuan konersial dan non



koner si al .

Reakt or daya bertujuan konersial yang di bangun d

| ndonesi a hanya reaktor nuklir yang didesain berdasarkan
t eknol ogi

teruji.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1
Cukup j el as.
2
Cukup j el as.
3
Cukup j el as.
4
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Yang di maksud dengan teknologi teruji (proven
t echnol ogy) adal ah teknol ogi yang di gunakan dal am
suatu desai n yang tel ah ter bukti nmel al ui
pengal aman operasi reaktor paling singkat 3 (tiga)
tahun secara selamat dengan faktor kapasitas
rerata mnimal 75% (tujuh puluh Iinma persen).
5
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Yang ditetapkan oleh nmenteri yang bertanggung
jawab di bidang tenaga listrik adal ah Rencana Urum
Ket enagal i stri kan Nasi onal dal am rangka
t erwuj udnya keamanan pasokan energi tenaga listrik
di dalam negeri, tetapi tidak termasuk perizinan
reaktor nuklir.
6
Cukup j el as.
7
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Huruf a

Yang di naksud dengan bukti penbentukan badan



Pasal

Pasal

Ayat

Ayat

8
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

9

untuk swasta antara lain adalah akte
pendi ri an perusahaan.

Dal am hal badan penerintah bukti penbentukan
badan  dapat berupa antara lain surat
Keput usan Presi den.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin atau persyaratan
| ain, antara lain mel i puti izin atau
persyaratan yang terkait dengan rencana tata
ruang, hak atas tanah untuk tapak, pendirian
bangunan, ket enagakerjaan, ketenagali strikan.

(3) |

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) . :

Program eval uasi tapak yang dinmaksud nenuat

sekur ang- kur angnya:

a. struktur organi sasi pel aksana,;

b j adwal kegi at an;

C. prosedur penganbilan dan analisis data;
d. kriteria penerinmaan; dan

e dokunent asi dan pel apor an.

(4)

Cukup j el as.

Huruf a

Laporan evaluasi tapak yang dimaksud nenuat
sekur ang- kur angnya:

1. struktur organi sasi pel aksana,;
2. dokunent asi dan pel apor an;
3. eval uasi dan analisis data nengenai
a. pengaruh kej adi an eksterna di tapak

dan w layah sekitarnya baik yang
berasal dari kejadian alam antara
| ai n kej adi an geol ogi, seisnol ogi

met eor ol ogi  maupun kej adi an aki bat

kegi at an manusi a t er hadap
kesel amatan reaktor nuklir antara
lain berasal dari instalasi kima,

| epasan racun dan gas nmudah



Pasal

10
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

t erbakar, dan kej at uhan pesawat ;

b. karakteristik tapak dan |ingkungan
yang berpengaruh pada instal asi
nuklir dan per pi ndahan zat
radi oaktif yang dil epaskan reaktor
nukl ir sanpai kepada manusi a; dan

C. denogr af i penduduk dan
karakteristik lain dari tapak yang
berkai tan dengan evaluasi resiko
terhadap anggota nmasyarakat dan
kel ayakan pener apan rencana
penanggul angan kedar ur at an.

Huruf b
Data utama reaktor nuklir yang di nmaksud
menuat sekur ang- kur angnya:

a. jumah, jenis, dan tingkat daya terma
reaktor nuklir yang akan di bangun;

b. | etak reaktor nuklir dan fasilitasnya
pada t apak;

C. per ki raan tingkat radiologi maksi mum dan

efluen termal yang akan dihasil kan ol eh
setiap reaktor nuklir dan fasilitasnya;
dan

d. jenis si stem pendi ngi n, titik
penganbilan air dan pel epasan efluen
yang berkaitan dengan nasi ng-nasi ng
fasilitas.

Huruf c

Yang di maksud dengan Daftar Informasi Desain

pendahul uan adalah Daftar Informasi Desain

Sei fgard bahan nuklir yang nmengurai kan secara

garis besar tata |letak fasilitas pada tapak.

(1)
Per nyat aan kel engkapan dapat berupa pernyataan
| engkap atau tidak | engkap

(2)
Cukup j el as.

(3) |
Cukup j el as.

(4)
Jangka waktu penilaian paling lama 1 (satu) tahun
sudah t er masuk wakt u unt uk peni | ai an dan

penerbitan keput usan peni | ai an. Keput usan
peni | ai an  dapat berupa penberian izin atau
penberian rekonendasi per bai kan  dokunmen atau
penol akan t apak.

(5)



Yang di maksud dengan belum nenenuhi persyaratan

adm ni strasi dan/atau teknis adal ah  dokunen
di nyat akan | engkap, t et api par anet er kaj i an,
kualitas data atau informasi |ain yang terkandung
di dal amémya bel um  cukup unt uk mendukung
penganbi | an keput usan peneri maan t apak.

Ayat (6)
Cukup j el as.

Ayat (7)
Cukup j el as.

Ayat (8)
Yang di maksud dengan tidak mnenmenuhi persyaratan
adm ni strasi dan/atau teknis adal ah  dokunen

di nyat akan | engkap, tetapi hasil penilaian BAPETEN
terhadap data atau informasi |lain yang terkandung
di dalammya nenyatakan bahwa tapak yang diaj ukan
ti dak menenuhi persyaratan teknis.

Ayat (9)
Cukup j el as.

Pasal 11
Per nyat aan penbebasan nerupakan pernyataan dari BAPETEN
yang nenyatakan bahwa kegiatan dekom sioning selesai
dan tapak reaktor nuklir bebas dari bahaya paparan
radi asi dan kon tam nasi zat radi oaktif.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Pesyaratan adm ni strasi yang diajukan adal ah
persyaratan adm nistrasi yang belum di penuhi ol eh
penohon pada saat pengaj uan pernohonan izin tahap
sebel ummya.

Huruf a
Laporan analisis kesel amatan pendahul uan yang
di maksud sekur ang- kurangnya nenuat :

a. tata | etak instal asi;

b. karakteristik tapak;

C. karakteristik desain dari struktur,
si stem konponen, dan peral atan

d. teras reaktor nuklir;

e sistem pendingin reaktor nuklir dan
sekur ang- kur angnya | ai nnya yang

ber hubungan;

si stem keselamat an reaktor;

g. fitur kesel amatan teknik;

h. sisteminstrunentasi dan kendal i

—



pengel ol aan I i mbah radi oakti f dan
prot eksi radiasi;

J . anal i si s kesel amat an;
K. bat asan dan kondi si operasi Pendahul uan;
l. program j am nan mnutu
m rencana dekom si oni ng; dan
n. rencana kesi apsi agaan nuklir.
Huruf b

Yang di naksud dengan desain rinci reaktor
nuklir adalah desain |engkap dan terinci

tentang reaktor nuklir yang akan dibangun,

termasuk spesifikasi teknis bahan-bahan dan
konponen- konponen yang di gunakan dal am
konstruksi dan penbuatan konponen-konponen
reaktor nuklir, beserta uraian teknis proses
penbuat an konponen- konponen reaktor nuklir
tersebut, dan ganbar teknis yang nenuat

di mensi dan skal a, yang nenj adi dasar
pel aksanaan konstruksi .

Huruf c
Laporan analisis keselamatan probabilistik
yang di maksud sekur ang- kurangnya mnenuat :

a. i denti fi kasi si stem struktur, dan
konponen reaktor nuklir;

b. anal i sis respons reaktor nuklir;

C. pem |ihan kejadian awal yang nmemcu
kecel akaan;

d. pengenbangan rent et an kecel akaan;

e. anal i si s keandal an si stem dan manusi a;

f. analisis kualitatif dan kuantitatif; dan

g. per hi t ungan probabilitas ker usakan
t er as.

Huruf d

Program konstruksi yang dimaksud sekurang-
kurangnya nenuat :

a. pr osedur dan j adwal pel aksanaan
konst r uksi ;
b. prosedur uji fungsi;
C. kriteria penerinaan desain; dan
d. dokunen tasi dan pel aporan.
Huruf e
Cukup j el as.
Hur uf f
Cukup j el as.
Huruf g
Cukup j el as.

Hur uf h



Cukup j el as.
Hal aman 9 dan 10 (Pasal 13 s/d Pasal 15) tidak ada

Ayat (2)
Huruf a
Program kom sioning yang dimksud sekurang-
kurangnya nenuat :
a. | adwal kegi at an;
b struktur organi sasi;
c prosedur penguji an;
d. j eni s penguj i an;
e kriteria peneriman; dan
f. dokunent asi dan pel apor an.
Huruf b
Yang di naksud dengan desain rinci reaktor
nuklir adalah desain |engkap dan terinci
tentang reaktor nuklir yang akan dibangun,
termasuk spesifikasi teknis bahan-bahan dan
konponen- konponen yang di gunakan dal am
konstruksi dan penbuatan konponen-konponen
reaktor nuklir, beserta uraian teknis proses
penbuat an konponen- konponen reaktor nuklir
tersebut, dan ganbar teknis yang nenuat
di mensi dan skal a, yang nenj adi dasar
pel aksanaan konstruksi .
Huruf c
Laporan analisis keselamatan pro babilistik
yang di maksud sekur ang- kurangnya mnenuat :
a. i dentifikasi sistem struktur, dan
konponen reaktor nuklir;
b. anal i sis respons reaktor nuklir;
C. pem |ihan kejadian awal yang nmemcu
kecel akaan;
d. pengenbangan rent et an kecel akaan;
e. anal i si s keandal an si stem dan manusi a;
f. analisis kualitatif dan kuantitatif; dan
g. per hi t ungan probabilitas ker usakan
t er as.
Huruf d
Program konstruksi yang dinmaksud sekurang-
kurangnya nenuat :
a. pr osedur dan j adwal pel aksanaan
konst r uksi ;
b. prosedur uji fungsi;
C. kriteria penerinaan desain; dan
d. dokunent asi dan pel apor an.
Huruf e

Cukup j el as.
Hur uf f



Cukup j el as.

Huruf g
Cukup j el as.

Huruf h
Cukup j el as.

Ayat (2)
Huruf a
Program kom sioning yang dimaksud sekurang-
kurangnya nenuat :

a. | adwal kegi at an;
b. struktur organi sasi;
C. prosedur penguji an;
d. j eni s penguj i an;
e. kriteria penerimaan; dan
f. dokunent asi dan pel apor an.
Huruf b
Cukup j el as.
Huruf c
Cukup j el as.
Huruf d

Sistem Seifgard vyang dimaksud sekurang-
kurangnya nenuat :
a. uraian fasilitas;

b j eni s bahan bakar;

c skema al ur bahan nuklir;

d. prosedur inventori fisik;

e program pengendal i an, yang neliputi
prosedur pencatatan dan pel aporan; dan

f. prosedur pengecual i an dan termn nasi

Si stem Keamanan Nukl ir yang di maksud

sekur ang- kur angnya nenuat :

a. i dentifikasi ancaman dasar desai n

terhadap fasilitas dan bahan nuklir,
bai k ancaman i nternal nmaupun eksternal;

b. sistem pendeteksian terhadap ancanman
dan
C. ti ndakan tanggap terhadap ancaman yang

mungki n muncul

Huruf e
Program kesi apsiagaan nuklir yang dinaksud
sekur ang- kur angnya nenuat :

a. organi sasi kesi apsi agaan nuklir;

b. penyedi aan sar ana dan prasar ana,
t er masuk sar ana kormuni kasi dan
koor di nasi dengan instansi terkait;

C. program pel ati han;

d. pr osedur anti si pasi terj adi nya



Ayat

Ayat

Pasal 16

kecel akaan pada saat kecel akaan terjadi
dan penul i han keadaan setel ah kecel akaan

terjadi;

e. manaj enen kecel akaan; dan

f nmet ode dan ti ndakan penanggul angan.
Hur uf f

Cukup j el as.
Huruf g

Cukup j el as.
Huruf h

Jam nan finansial untuk pertanggungj awaban
kerugian nuklir yang dinmaksud dapat berupa
asuransi atau jam nan keuangan | ai nnya.
Hur uf i

Jam nan finansial yang harus disedi akan ol eh
pengusaha instalasi nuklir berupa dana untuk
kegi atan dekomisioning. Dana ini statusnya
berada di bawah kendal i | angsung Kepal a
BAPETEN dan tidak dapat digunakan untuk
keperl uan sel ai n kegi at an dekom si oni ng.

(3) |
Cukup j el as.

(4)
Cukup j el as.

Cukup j el as.

Pasal 17

Cukup j el as.

Pasal 18

Cukup j el as.

Pasal 19

Cukup j el as.

Pasal 20
Ayat

Ayat

(1)
Cukup j el as.

(2)

Pengaj uan per panj angan i zin oper asi yang
di | aksanakan paling singkat 5 (lim) tahun sebel um
izin operasi berakhir adalah untuk nenjamn
kesi nanbungan kegi at an operasi reaktor nuklir.

Huruf a
Cukup j el as.



Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Cukup j el as.

Ayat (6)
Cukup j el as.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang di maksud dengan reaktor nuklir desain nodul ar
adal ah suatu reaktor nuklir yang dibangun dengan
si stem nodul, yaitu nmenggabungkan nodul - modul sub
si stem nmenj adi si stem

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup j el as.

Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Cukup j el as.

Huruf d
Cukup j el as.

Huruf e
Dokunen | nspecti on Test Anal ysi s and
Acceptance Citeria (ITAAC) adalah dokunen
yang di gunakan untuk nenmantau dan nenget ahui
kemaj uan pr oses penbangunan dan
pengoper asi an.



Pasal

Pasal

Pasal

Hur uf f

Cukup j el as.
Huruf g
Cukup j el as.
Huruf h
Cukup j el as.
Hur uf i
Cukup j el as.
Hur uf |
Cukup j el as.
Hur uf k
Cukup j el as.
Hur uf |
Cukup j el as.
Huruf m
Cukup j el as.
Huruf n
Cukup j el as.
Huruf o
Cukup j el as.
22
Cukup j el as.
23
Cukup j el as.
24
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Huruf a
Program dekom si oni ng yang di maksud sekurang-
kurangnya nenuat :
a. struktur organi sasi pel aksana,;
b. nmet ode dekomi si oni ng;
C. j adwal kegi at an;
d. rencana pengel ol aan | i nbah radi oaktif;
e. program prot eksi radiasi;
f. dokunent asi dan pel apor an;
g. anal i si s kesel amat an;
h. program kesi apsi agaan nuklir; dan
i

program keanmanan nuklir.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Huruf b

Cukup j el as.

Ayat (3)

Cukup j el as.

Ayat (4)

Cukup j el as.

25

Cukup j el as.

26

Cukup j el as.

27

Cukup j el as.

28

Cukup j el as.

29

Cukup j el as.

30

Cukup j el as.

31

Cukup j el as.

32

Cukup j el as.

33

Cukup j el as.

34
Ayat (1)

Cukup j el as.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan
bert ugas
penbangunan,
r eakt or

Ayat (3)

mel akukan

nuklir.

Cukup j el as.

35
Ayat (1)

Huruf a

Cukup j el as.

| nspekt ur
I nspeksi

pengoper asi an,

adal ah orang yang

sel ama
dan

kegi at an

dekom si oni ng



Huruf b

Yang di maksud dengan tindakan yang di anggap
penting adal ah tindakan yang perlu dil akukan
ol eh pengusaha i nst al asi nukl ir unt uk
mencegah insiden atau kecel akaan reaktor
nuklir vyang dapat nenbahayakan kesel amatan
dan keamanan peker | a, masyar akat , dan
I i ngkungan hi dup.

Huruf c

Yang di maksud dengan dal am keadaan nendesak
adal ah suatu kegi atan atau keadaan yang dapat
meni nbul kan resi ko radi ol ogi , sehi ngga
apabila tidak dihentikan dapat nenbahayakan
pekerja, masyarakat dan |ingkungan hi dup.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal 36

Cukup j el as.
Pasal 37

Cukup j el as.
Pasal 38

Cukup j el as.
Pasal 39

Cukup j el as.
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